BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 18
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :  a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis  Akrual, bahwa kepala daerah menetapkan
peraturan Kkepala daerah tentang kebijakan akuntansi
pemerintah  daerah dengan berpedoman pada standar
akuntansi pemerintahan.

bahwa Lampiran Peraturan Bupati Simeulue Nomor
18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Simeulue Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Simeulue perlu penyempurnaan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati
Simeulue Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Simeulue.

o

12

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

3i Undang-Undang

------
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Pembentubsn Kabupsten Bireuen dan Yestupaten Simeuive
(Lembiaran Negurs Vf';;ubl:!f Indunn,y Tahun 1999 %
176, Tambahian Lembaran Seyprs Repubtliv Indonesis Somor
3897),

Undang-Undang Nomar 17 Toahun 2007 tentany Yevszngsn
Negara (Lembaran Heguaras V";/unh/ Indonesiz Tahun 2002
Notor 47, Tumbashan Lembaran Negars Hepublilk Indonesiz
Nomor 4246,

Undang-Undang  Nomor 1 Tshun 2004 tentzn
Perbendaharasan  Nepprs  (Lembsran Segpra Reput ;../
Indonesia Tauhun 2008 Nomor 5, Tambshan Lemberan Negare
Republik Indonesisa Nomaor 435%5);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerizszz
Pengelolasn dan Tanggungjawast  Heuzngzn
(Lembaran Negars Republik Indonesiz Tahun 2004 !

66, Tambashan lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor
4400),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangen
Keuangan Antara  Pemerintsh Pusat dan Pemn t
Dacrah (Lembaran Negars i"'{)hbh/ Indonesiz 1
Nomor 126, Tambzshan Lembaran Negara Pepublik Indonesiz
Nomor 4435%),

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2096- tentang
Pemcerintahan Aceh (Lembaran Negzraz Pepul 1es]
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahzn 1/:5’3 Jaran
Republik Indone: ,m Nomor 46332);

Undang-Undang Nomor 2% Tzhun 2009 tentazng Pzjzk
Dacrah dan Re tnbuw Dacrah (Lembaran Negarz Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2014  tentzn
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telzh diuba
bcbr-rapa kali, terakhir dengan Undan bfl,' ndang Ne )
Tahun 2015 tentang Perubzhan Kedua atzs Undan ng- L aang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcnntahom Daerah
(Lemmbaran Negara Republik Indonesiz Tzahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tzhun 2001 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  atas Pcnyclengeardan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41],

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tzhun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tah un 2005 Nomor 31);

Undang-Undany — Nomor 4% Tahun 199 tentz
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13. Peraturan .......
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19,

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5340).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang  Pedoman  Penerapan  Standar  Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Memutuskan....
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Simeulue Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Simeulue, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran B.II Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Simeulue Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan
Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Simeulue, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
lampiran B.Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

2. Lampiran B.IV Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Simeulue Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan
Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Simeulue, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
lampiran B.IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran B.V Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Simeulue Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan
Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Simeulue, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
lampiran B.V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

4. Lampiran B.VI Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Simeulue Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan
Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Simeulue, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

lampiran B.VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
/K dari Peraturan Bupati ini.

5. Lampiran ......
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5. Lampiran B.X Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Simeulue Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan
Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Simeulue, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
lampiran B.X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 02 November 2016M
01 Safar 1437H

AL PIt. BUPATI SIMEULUE, ﬂ

HASRU:] EDYAR

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 02 November 2016M
01 Safar 1437H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE, %5~

Doy stmccer’z—

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016 NOMOR 24
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LAMPIRAN B .1l : PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR :24 TAHUN 2016
TANGGAL :02_NOVEMBER 2016

02 SAFAR 1438H

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 2
PIUTANG

A. UMUM
Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur
perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang
dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah
Kabupaten Simeulue yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran,
penilaian dan pengungkapannya.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang
dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan
disajikan dengan basis akrual.

4. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten
Simeulue tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

S. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan
uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

6. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan
datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

7. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih
dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik
piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu
tergantung kondisi dari debiturnya

8. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun
Standar (BAS).

e e e e ——————————— ]
Kebijakan Akuntansi Piutang Halaman 1- 13
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B, PENGAKUAN
9. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika
timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya
kepada entitas, yaitu pada saat :
a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi
)
b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan
belum dilunasi
10. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang
timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan
pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat
sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak
dan kewajiban secara jelas; dan
b. jumlah piutang dapat diukur;,

11. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui
berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan
dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku
sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

12. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang
ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut
ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak
daerah.

13. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim
pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah
ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

14. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah
yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut
ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak
daerah

15. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a.dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila
sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan
seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi
hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat
penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada
saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan
pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan Akuntansi Piutang Halaman 2 -11
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16. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi
pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

17. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi

pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah
penerima yang belum dibayar.

18. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun

anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum
dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan
dengan hak transfer periode berikutnya.

19. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR,
harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/
SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa
penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar
pengadilan). SK  Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen vyang
dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan
bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR
tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang

baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan
surat penagihan.

C. PENGUKURAN
20. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan
perundang undangan, adalah sebagai berikut:

a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan
banding; atau

c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas
keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

21.Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai
berikut:

a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang
dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa
harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas
barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman

Halaman 3-11
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diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau
biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan
harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan /atau biaya
lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada
akhir periode pelaporan.

b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah
perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir
periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya
potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar
nilai bersihnya.

¢. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang
telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan,
dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

22. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampal
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam
hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke
kabupaten;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah
diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

23.Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang
dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam
tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan
ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah
ditetapkan;

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di
atas 12 bulan berikutnya.

24.Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap
Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan
yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang
tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan
penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan
setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Kebijakan Akuntansi Piutang Halaman 4 - 11
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25. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal
dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan
penghapusbukuan (write down).

26. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan
penyisihan piutang.

27. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi
sebagai berikut:
a. Kualitas Piutang Lancar;
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
c. Kualitas Piutang Diragukan,;
d. Kualitas Piutang Macet.

28. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara
pemungut pajak yang terdiri dari:
a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment).

29. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan
ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak menyetujui hasil pmeriksaan; dan/atau
3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
1) Umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

RRmoec = = “
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30. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan
oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

31. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek

Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, jika umur piutang O sampai dengan 1 tahun;

b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang diatas 1 tahun sampai
dengan 3 tahun;

c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang diatas 3 tahun sampai
dengan 5 tahun;

d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

32. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan

Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai
dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan,

b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan
pelunasan,

c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 4 tahun terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

33. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan
Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

s t———— DAL AORETD
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No Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih

a | Lancar 0,5 %
b | Kurang Lancar 10%
¢ | Diragukan 50%
d [Macet 100%

D. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

34. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang
lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas
diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilal barang
sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada).

35. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan
sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang
lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada),

c. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas
diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada).

36. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan
sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang
lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas
diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada); dan

i e e e S S S SISt
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d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada).

37. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain
Retribusi, ditetapkan sebesar:

a. 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;

b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika
ada).

38. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru
dibebankan.

39. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir
periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka
dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas
piutangnya.

40. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka
tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di
dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan
penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar
selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan
saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya
akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang
seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

41. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat
dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud.
Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara
membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga
tagihan tersebut selesai/lunas.

42. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal
dengan dua cara penghapustagihan (write-off] dan penghapusbukuan
(write down).

43. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen,
merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai
piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.

44, Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus

e ———————————————— A et
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kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti
pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

45. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi
penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat
berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang
untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara
merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi
penghapusbukuan

46. Kriteria penghapusbukuan piutang, adlah sebagai berikut :

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar
daripada kerugian penghapusbukuan.

1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan
entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan
ekuitas.

3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-
hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

b.Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari
penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu,
sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan
penghapusbukuan.

c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi
yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus
buku (write off)]. Pengambil keputusan penghapusbukuan
melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu
sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang
yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan
tersebut.

47.Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai
kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan
hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan
ekonomik.

48. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan RpS milyar oleh
Bupati, sedangkan kewenangan di atas RpS5 milyar oleh Bupati
dengan persetujuan DPRD

49. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah
sebagai berikut:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang
berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari

Kebijakan Akuntansi Piutang Halaman 9- 11

Scanned by CamScanner



kff'[:’l,l““‘l“,” yhtig, lebiits Aalstn, ,‘/”4;“’”'/” yreddit Ly "y sy
st tneribsyiat,

b, Penghapustagibian sebmgl sustu siag mmnyejibeit, meintim
it penapih e jaad lebib baik, swanperoleb sty it 1 140 il
Isss tnenghadapl Mgt tissa degisin,

¢ Penghapastapibiogg sebmppil sika bttt mistisgh,
mienggpimbarban situsst tabanunpin wetagh el ki) b
tertapih,

d, Penghapustagibion  untuk restrukturisns)  penyehston 186104,
misaltiys penghapusan denda, Satggpkan by dispiials 151
tnenjadi poaok redit baru, resheduling daty pontitiitit arif bty
kredit,

e, Penghapustagibian setelah sernis sicianigsin duri curs Valt ypysl
atau tidak mungkin ditersplban, Wisaliys, kredit st dikoniers)
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juminan dilelang,

{, Penghapustagitivn  sesusi hubkum perdats umrings, IRV AHT
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F. PENGUNGKAPAN
51, Viutang disajikan dan diungkapkan sccars memadal, Informasi

mengenai akun piutany diungkapran secars cukup dalam Catatan

Atas Laporan Keuangan, Informasi dimskeaud dapat berups:

a4, Kebijakan shuntansi yang, digunakan dalam penilaian, pengskusn
dan pengukuran piutarng,

b, rincian jenis-jenis, saldo menurut uraur untuk mengetahul tinghat
kolektibilitasnys,
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c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

52.Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus
diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik
melalui cara damai maupun pengadilan.

53. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam
Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang
perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai
piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar
pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang
dianggap perlu.

54. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata
di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka
penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode
yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan
Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung
dari jenis piutang.

M pLt. BUPATI SIMEULUE,W

HASRUL/EDYAR
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A, Barang atan perlenghapan (supplies) vang diganadian dalam ranghka
Reglatan operasional pemerintaly dacrah, misalnya barang pakal
habis sepertt alat s Kantor, barang ke habls palal sepert
Romponen peralatan dan pipa, dan barang belias pakal sepert
Ramponen bhekas,

b Bahan atan perlenghapan(supplies) yang okan digunakan dalam
proses  produkst, mdsalnya bahan baku pembuatan alot-alut
pertanian, bahan baku pembuatan bhenlh,

o Barang dalam proses produkai yang dimakuudkan untak dijual atau
diserahkan Repada masyarakat, misalnya adalal alat-alat pertanian
setengah jadi, benih yang belam cukup umuar,

d. Barang vang disimpan  untuk dijunl aten diserahkon  kepada

masvarakat dalam rangka Regintan pemerintahon, misalnya adalah
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hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat,
Dari uraian diatas, persediaan dapat meliputi:

» Barang Konsumsi;

Y

Amunisi;

» Bahan untuk pemeliharaan;

» Suku cadang;

» Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;

» Pita cukai dan leges;

» Bahan baku;

» Barang dalam proses/setengah jadi;

> Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;

dan

Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

“Y

Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang
dilakukan pemerintah  ditujukan  untuk tujuan cadangan
strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai
persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak
sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan.
Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit
tanaman.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam

neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENGAKUAN
1. Pengakuan Persediaan
Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak

kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
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2. Pengakuan Beban Persediaan
Pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu menggunakan

pendekatan beban.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung
dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk
persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu
yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3. Selisih Persediaan
Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil
inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan
persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan
persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname.
Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang,

kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang

normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang
abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian

daerah.

C. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan
pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang

serupa mengurangi biaya perolehan.
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2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yvang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang
digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan
melakukan transaksi wajar (arm length transaction). Persediaan hewan
dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan
nilai wajar.

Barang persediaan di Kabupaten Simeulue dinilai dengan menggunakan

Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (first in first out) pada akhir tahun

anggaran.

D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Persediaan di Kabupaten Simeulue dicatat dengan metode periodik.

1. Metode Periodik
Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan
nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir
diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada
akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian
untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan
untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD,
contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode
ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan
inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah
pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir
persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian

yang digunakan.

e ————E

Kebijakan Akuntansi Persediaan Halaman 15-17

Scanned by CamScanner



E. PENYAJIAN
Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah

contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN S IMEULUL
NERACA
PER 31 DES EMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)
Uraian 20X 1 20X0
Aset
Aset Lancar
Kas Di Kas Daerah XXX XXX
Kas Di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
Kas Di Bendahara Penerimaan XXX XXX
Investasi Jangka Pendek XXX XXX
Piutang Pajak XXX XXX
Piutang Retribusi XXX XXX
Penyisihan Piutang (xxx) (XXx)
Belanja Dibayar Dimuka XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX
Piutang Lainnya XXX XXX
Persediaan XXX XXX
Jumlah Aset Lancar ) XXX XXX

F. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan
yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan
barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk

djjual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
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3. jenis, jumjlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

AbpLt. BUPATI SIMEULUE, /)

HASRUL ZDYAR
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LAMPIRAN B .V : PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL 102 NOVEMBER 2016

01  SAFAR 1438H

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 5

ASET TETAP

A. UMUM
1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,
dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum,

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah
sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang
digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya
yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan
dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang
diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di
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atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud
dimasukkan dalam kelompok Tanah.
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau
dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah
dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam Kkategori Aset Tetap Lainnya adalah
koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak
kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-
Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya,
dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan
belum selesai seluruhnya.

B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh
dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat
andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya
dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum
dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan,
seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli
(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset
tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan
atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi

pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik
sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai
berikut:

Kebijakan Akuntansi Aset
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. berwujud;

. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk
dipelihara; dan

(o) N J) B~ GO I O Ry

~

.nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi
aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan
minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

(a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap
atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset
pemerintah.

(b) Perolehan aset tetap tersebut direncanakan bukan untuk
dijual/dihibahkan/dialihkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

(c) Pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah

(d) Pengeluaran tersebut lebih besar dari atau sama dengan
Rp. 10.000.000,- per unitnya untuk gedung dan bangunan;

(e) Pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jembatan,
instalasi, jaringan dan irigasi.

() Pengeluaran tersebut lebih besar dari atau sama dengan Rp
1.000.000,- per unitnya untuk peralatan dan mesin.

(g) Pengeluaran tersebut lebih besar dari atau sama dengan
Rp. 1.000.000,- untuk aset tetap lainnya.

Kriteria kapitalisasi ini bersifat kumulatif, artinya baik syarat
substantif berupa sifat pemeliharaan yang menambah manfaat maupun
syarat normatif berupa nilai batasan kapitalisasi harus sama-sama
terpenuhi satu sama lain.

Proses kapitalisasi ini sendiri, harus mulai direncanakan sejak dari
proses penganggaran disusun, artinya apabila suatu belanja yang
dilakukan setelah perolehan aset tetap yang dilakukan (subsequent
expenditure) oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue memenuhi kriteria
untuk dilakukan kapitalisasi maka sejak proses penganggaran tersebut,
pemeliharaan yang dilakukan harus masuk ke dalam belanja modal.
Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas belanja
pemeliharaan tersebut belum/tidak terpenuhi maka penganggaran atas
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pengeluaran tersebut tetap dilakukan pada bagian belanja barang dan
jasa.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus
disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat. Sedangkan
untuk kriteria asset di bawah ini tetap disajikan sebagai aset tetap di pos

neraca pemerintah, sebagai berikut :
1. Tanah

Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya

dalam laporan keuangan, yaitu :

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun
dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat
dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan

Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak
lain.

3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun
dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain,
maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas
pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas
pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup
mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah
tersebut dikuasal dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka
tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset
tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan
tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan
oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan
sebagali aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta
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diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka
tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan schagai asct
tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka
tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai assct
tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat
ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset,
hibah/donasi, dan lainnya. Tanah yang diperoleh melalui pembelian
dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai
perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah
dikeluarkan. Pada umumnya, pembelian tanah dianggarkan dalam
belanja modal, sehingga pengakuan asset tetap tanah didahului
dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum
Daerah. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah
yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai
aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup
diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

2. Peralatan dan Mesin

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila
terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini
misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/ barang,
dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan
kendaraan dan atau Surat Keputusan dari pejabat terkait. Perolehan
peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran
aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat
dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui
pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme
pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Sehingga
terdapat 2 (dua) jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi belanja
dan jurnal korolari untuk mencatat pengakuan .

Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk
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peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin
tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau
membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis
dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka
digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai
yang kompeten (appraisal) dengan memperhitungkan faktor
penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan
waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka
dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan
memakai perhitungan teknis.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar
penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan
dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca awal, serta
jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

3. Gedung dan Bangunan

Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat
diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak
kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli
atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan
Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan
masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti
pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli
(akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung
dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat buku bahwa
penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah,
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian,
pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui
pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.
Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun
sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Perolehan melalui
pembelian dan pembangunan didahului dengan pengakuan belanja
modal yang akan mengurangi Kas Daerah.

Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik,
komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift,
instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air
Conditioning), dan komponen penunjang lain yang a.l. berupa saluran air
dan telepon.
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4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan
jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau
pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan
jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik
membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
Perolehan melalui pembangunan didahului dengan pengakuan belanja
modal yang akan mengurangi Kas Daerah.

S. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah
diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat
penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang
bukan milik, Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai
berikut:

1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik
aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi
ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut
dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset
tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka
dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi
diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

2) Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun
buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi
sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik
renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut
diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.

3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material,
dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran
tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak
material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada
umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan
pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Daerah.
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C. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. TANAH

Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan
tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak
seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran,
penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah
tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang
akan dimusnakan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia
pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah
honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan
belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan
dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak
pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,
setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan
biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Biaya yang
terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari
status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan
tanah. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti
biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya
perolehan tanah. Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan
kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah,
berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai
tanah. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

2. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai
wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan
peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai
siap pakai.

Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
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memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
tersebut siap digunakan.
Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan

pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi
aset tetap.

3. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya
perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap
pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya
konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada
nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan
cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan
baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua
biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui
kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan
pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi)
dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran Gedung
dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai
ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan.
Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap
pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan
biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan
tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh
melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak
konstruksi, dan pembongkaran. Biaya peroiehan untuk jalan, Irigasi
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dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung
dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku,
tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan,
Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

S. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya
perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi
pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasarn, pajak,
serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui
swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya
langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku,
tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan

dilaporkan di dalam Neraca dan Laporan BMD. Aset Tetap Lainnva
yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset
tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan
Keuangan dan dalam Laporan BMD.
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan,
tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara
periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap
lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai
dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (which ever is shorter)
antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu
pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi
pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga
kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,
tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
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Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah
sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang
ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan
aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap
tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset
tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan
baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Jumlah Harga
No Uraian Lusin/Set/Satuan
(Rp)
1 |Tanah :
2 | Peralatan dan Mesin 3Rp: 1.000.000,-
3 :Gedung dan Bangunan > Rp. 10.000.000,-
4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan - i
5 | Aset Tetap Lainnya >Rp. 1.000.000,-

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa
aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost)
dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali
biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati
satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut
digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai
dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
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3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos
semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai
ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan

jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang
ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset
yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar
yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan
kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada
keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang
baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset
yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar
nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui
sebagai pendapatan operasional.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi
dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset
yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya
(capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah
suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Berikut ini adalah
batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi:
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Jumlah Harga

No. | Uraian Lusin/Set/Satuan
(Rp)

1 Tanah >Rp 10.000.000,-

2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:

2.1 | Alat-alat Berat >Rp 30.000.000,-

2.2 | Alat-alat Angkutan >Rp 20.000.000,-

2.7 | Alat-alat Kedokteran >Rp 20.000.000,-

3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:

3.1 | Bangunan Gedung >Rp 30.000.000,-

3.2 | Bangunan Monumen
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri | >Rp 50.000.000,-

atas:
4.1 |Jalan dan Jembatan >Rp 10.000.000,-
4.2 | Bangunan Air/Irigasi >Rp 10.000.000,-
4.3 | Instalasi >Rp 10.000.000,-
4.4 | Jaringan >Rp 10.000.000,-

Untuk kapitalisasi gedung dan bangunan dihitung apabila merubah dan
menambah volume, wujud atau fisik

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap
aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

M
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Penambahan

Persentasi
Uraian Jenis RenovasHRestorf'aSI Masa Manfaat
{Overhaul dari

Nilai Perolehan (Tahun)
Alat-Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1
[>30% s.d 45% 3
B >45% s.d 65% 5
Alat-Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d 30% 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
iAlat-alat Bantu Querhaul >0% s.d 30% B 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
Alat Angkutan Darat Bermotor Overhaul >0% s.d 25% T 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d 100% 4
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor  |Querhaul 0% s.d 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1

>75% s.d 100% 1
Alat Angkut Apung Bermotor Overhaul >0% s.d 25% 2
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d 100% 6
Alat Angkut Apung:Tak Bermotor Overhaul 0% s.d 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d 100% 2
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Persentase
Re.novasi/ Restor Penambahan
asi /-Overhaul - Masa
URAIAN JENIS dari Iglal Manfaat
Perolehan (Tahun)
(Diluar
Penyusutan)
Alat Besar
Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
Alat Bantu Overhaul >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
Alat Angkutan
Alat Angkutan Darat Bermotor | Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Alat Angkutan Darat Tak | Overhaul >0% s.d. 25% 0
Bermotor
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 1
Alat Angkutan Apung Bermotor | Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 6
Alat Angkutan Apung Tak | Renovasi >0% s.d. 25% 1
Bermotor
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2
Alat Angkutan Bermotor Udara | Overhaul >0% s.d. 25% 3
>25% s.d 50% 6
>50% s.d 75% 9
>75% s.d.100% 12
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Alat Bengkel dm{?\l_uTU"kTﬁ-"w" SR T R
Alat Bengkel Bermesin Overhaul | »0% s.d, 25% | lhlr
T Tas%wd s | 2
S50 wd 7% | 4
S75% 8.d.100% | 4
Alat Bengkel Tak ber Mesin Renovasi >0% s.d. 25% ) 0
>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% ]
>75% $.d,100% 1
Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Pertanian
Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% 1
>21% s.d 40% 2
>51% s.d 75% 5
Alat Kantor dan Rumah Tangga >0% s.d. 25% 0
Alat Kantor Overhaul >25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Studio, Komunikasi dan | Overhaul >0% s.d. 25% 1
Pemancar
Alat Studio >25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 5
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Peralatan Komunikasi Navigasi | Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% d
>75% s.d.100% 9
Alat Kedokteran dan Kesehatan
Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Kesehatan Umum Overhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Laboratorium
Unit Alat Laboratorium Qverhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 4
Unit Alat Laboratorium Kimia | Overhaul >0% s.d. 25% 3
Nuklir
>25% s.d 50% S
>50% s.d 75% 7
>75% s.d.100% 8
Alat Laboratorium Fisika Qverhaul >0% s.d. 25% 3
>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7
o >75% 5.d.100% 8
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi | Overhaul >0% s.d. 25% 2
Lingkungan
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5
>75% s.d.100% 5
Radiation Applica:tion & Non | Overhaul >0% s.d. 25% 2
Destructive Testing
Laboratory
>25% s.d S0% 4
>50% s.d 75% 5
>75% s.d.100% 5
Alat Laboratorium Lingkungan | Overhaul 50"/3 s.d. 25% 1
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Hidup
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Peralatan Laboratorium | Overhaul >0% s.d. 25% 3
Hidrodinamica
>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7
>75% s.d.100% 8
Alat Laboratorium Standarisasi | Overhaul >0% s.d. 25% 2
Kalibrasi & Instrumentasi
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5
>75% s.d.100% 5
Alat Persenjataan
Senjata Api Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Persenjataan Non Senjata Api Renovasi >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 0]
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 1
Senjata Sinar QOverhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 0
>75% s.d.100% 2
Alat Khusus Kepolisian Querhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s5.d.100% 2
Komputer
Komputer Unit Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2
Peralatan Komputer Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2
— e —  ——————— —————
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Alat Eksplorasi

Alat Eksplorasi Topografi QOverhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

Alat Eksplorasi Geofisika Querhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5
>75% s.d.100% 5

Alat Pengeboran

Alat Pengeboran Mesin Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6
>75% s.d.100% 7

Alat Pengeboran Non Mesin Renovasi >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2

Alat Produksi Pengolahan dan

Pemurnian

Sumur Renovasi >0% s.d. 25% 0
>25% s.d S0% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2

Produksi Renovasi >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2

Pengolahan dan Pemurnian Overhaul >0% s.d. 25% 3
>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7
>75% s5.d.100% 8

Alat Bantu Explorasi

Alat Bantu Explorasi Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6
>75% s.d.100% i

Alat Bantu Produksi Overhaul >0% s.d. 25% 2
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>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6
>75% s.d.100% 7
Alat Keselamatan Kerja
Alat Deteksi Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Pelindung Renovasi >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 1
>75% 8.d.100% 2
Alat Sar Renovasi >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2
Alat Kerja Penerbang Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 6
Alat Peraga
Alat Peraga Pelatthan dan | Overhaul >0% s.d. 25% 2
Percontohan
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% S
>75% s.d.100% 5
Peralatan Proses / Produksi
Unit Peralatan  Proses Overhaul >0% s.d. 25% 2
Produksi
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 9
Rambu-rambu
Rambu-rambu Lalu Lintas | Overhaul >0% s.d. 25% 1
Darat
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Rambu-rambu Lalu Lintas | Overhaul >0% s.d. 25% 1
Udara
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>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 4
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut | Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2
Peralatan Olah Raga
Peralatan Olah Raga Renovasi >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2
Bangunan Gedung
Bangunan Gedung Tempat | Renovasi >0% s.d. 25% 5
Kerja
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% s.d.100% 50
Bangunan Gedung Tempat | Renovasi >0% s.d. 30% S5
Tinggal
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Monumen
Candi/ Tugu Peringatan / | Renovasi >0% s.d. 30% 5
Prasasti
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Menara
Bangunan Menara Perambuan | Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti
Tugu / Tanda Batas Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Jalan dan Jembatan
Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 60% 5
>60% s.d 100% 10
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Jembatan Renovasi 0% e, 0% H
>30% 8. 5% 10
=4 5% s.d 65% . 15
Bangunan Ar | | - f
Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d, 5% 2
>5% 8.d 10% 5
=10% s.d 20% 10
Bangunan Pengairan Pasang | Renovasi >0% s.d, 5% o D)
Surut -
>5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10
Bangunan Pengembangan | Renovasi >0% s.d. 5% BN
Rawa dan Polder
>5% s.d 10% 3
>10% s.d 20% 5
Bangunan Pengaman | Renovasi >0% s.d, 5% ]
Sungai/Pantai &
Penanggulangan Bencana
Alam
>5% s.d 10% 2
>10% s.d 20% 3
Bangunan Pengembangan | Renovasi >0% s.d. 5% 1
Sumber Air dan Tanah
>5% s.d 10% 2
>10% s.d 20% 3
Bangunan Air Bersih/Air Baku | Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi
Instalasi Air Bersih/Air Baku Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
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>45% s.d 65% 10

Instalasi Pengelolahan Sampah | Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Instalasi Pengolahan Bahan | Renovasi >0% s.d. 30% 1
Bangunan
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi Gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Instalasi Gas Renovasi >0% s.d. 30%
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
Jaringan
Jaringan Air Minum QOverhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Jaringan Telepon QOverhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 5
>45% s.d 65% 10
M S bE— W
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Pengukuran berikutnyn terhadap Pengakuan Awal

Anct tetap dinnjikan berdasarkan biaya perolechan aset tetap tersebut
dikurangi  alkumulasi penyusutan,  Apabila  terjadi kondisi  yang
memungkinkan peniluian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan
penyesunion pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

8, Penyusutan

[EP—————
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Penyunutan adalnh alokasi yang sisternatis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
hersnnglkutan,

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang
nilai terentat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam
laporan operasional,

Metode penyusutan dipergunakan di Kabupaten Simuclue adalah Metode
paris lurus (straight line method)

Perkirnan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Masa Masa

Kodefikanl Uralan Manfaat | Manfaat

(Tahun) | (Bulan)
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ASET TETAP

Peralatan dan Mesin
2512 1 | Alat-Alat Besar Darat 10 120
2 | 2 | 2 |Alat-Alat Besar Apung 8 96
2 | 2 | 3 |Alat-Alat Bantu 7 84
2 | 3 | 1 |Alat Angkutan Darat Bermotor 10 120
2 | 3 | 2 |Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2 24
2 | 3 | 3 |Alat Angkut Apung Bermotor 10 120
2 | 3 | 4 |Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3 36
2 | 3 | 5 | Alat Angkut Bermotor Udara 20 240
2 | 4 1 | Alat Bengkel Bermesin 10 120
2 | 4 | 2 | Alat Bengkel Tak Bermesin S 60
2 | 4 | 3 |Alat Ukur 5) 60
2 | 5 | 1 |AlatPengolahan Pertanian 4 48
B | ocihesen TR | s
216 1 | Alat Kantor 5 60
2 | 6 | 2 | Alat Rumah Tangga 5 60
2 | 6 | 3 |Peralatan Komputer 4 48
2 | 6 | 4 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 60
2 | 7 | 1 |AlatStudio ) 60
2 | 7 | 2 |Alat Komunikasi S 60
2 4 3 | Peralatan Pemancar 10 120
2% (58 1 | Alat Kedokteran S 60
2 | 8 | 2 | Alat Kesehatan S 60
D% %0 1 | Unit-Unit Laboratorium 8 96
2 | 9 | 2 |Alat Peraga/Praktek Sekolah 10 120
2 | 9 | 3 | UnitAlat Laboratorium Kimia Nuklir 15 180

Laboratoriu Fisika Nuklir

2 9 4 gllifctronikz P / o o
2l o9ls ﬁf{; kurl;’é;);ekm Radiasi /  Proteksi 10 120

Radiation Aplication and Non Destructive
2 9 |t @ T:;jtiig Laboratory (BATAM) N =
2 | 9 | 7 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7 84
2 | 9 | 8 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 180
2 | 10| 1 | Senjata Api 10 120

M

e ——
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_2 110 ] 2 | Persenjataan Non Senjata Api 3 36

St e ety A_/_Xl"gl_t_j_\’ggmﬂqnm;dan Perlindungan 5 60

2 1 10| 1 | Amunisi 5 60

2 |10 | 3 |Scnjata Api 5 60

Gedung dan Bangunan 0
3 | 11| 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 600
3 | 11| 2 |Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 600
S h R o »I_v?x_zln_gumu: Mcnara 40 480
3 | 12| 1 | Bangunan Bersejarah 50 600
3 | 12| 2 |Tugu Peringatan 50 600
| 3 | 12| 3 |Candi 50 600
| 3 [ 12 | 4 | Monumen/Bangunan Bersejarah S0 600
| 3|12 5 ‘Tugu Peringatan Lain 30 600
3 | 12| 6 |Tugu Titik Kontrol/Pasti 50 - | 600
3 | 12| 7 | Rambu-Rambu 50 600
3 | 12 | 8 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50 600

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

4 | 13| 1 [Jalan 10 120
4 | 13| 2 |[Jembatan 50 600
4 | 14 | 1 | Bangunan Air Irigasi S0 600
4 | 14 | 2 | Bangunan Air Pasang Surut 50 600
4 | 14 | 3 |Bangunan Air Rawa 25 300
dlaa Ej:agrlllg;ur;ang};ingzx?ciza Alsaurr? gal dan e 120
4114l s S;arrllix???;nzﬁngembangan Sumber Air 30 360
4 | 14 | 6 | Bangunan Air Bersih/Baku 40 480
4 | 14 | 7 | Bangunan Air Kotor 40 480
4 | 14 | 8 | Bangunan Air 40 480
4 | 15| 1 |Instalasi Air Minum/Air Bersih 30 360
4 | 15| 2 |Instalasi Air Kotor 30 360
4 | 15| 3 |Instalasi Pengolahan Sampah 10 120
4 | 15| 4 |Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 120
4 | 15| 5 |Instalasi Pembangkit Listrik 40 480
4 | 15| 6 |Instalasi Gardu Listrik 40 480
4 | 15| 7 |Instalasi Pertahanan 30 360
4 | 15| 8 |Instalasi Gas 30 360
4 | 15| 9 |Instalasi Pengaman 20 240
4 | 16 | 1 |Jaringan Air Minum 30 360

O
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4 | 16 | 2 |Jaringan Listrik bl A 40 | 480

4 |16 | 3 |Jaringan Telepon B ‘ 200 | 240

4 |16 | 4 |Jaringan Gas s A ks 10 360
Aset Tetap Linnya H | . _ R

5 | 18 | 1 | Barang Bercorak kebudayaan B _‘“: _ “5~ el

5 | 18 | 2 | Alat Olahraga lainnya | 5 ] 60

10.

Kebijakan Akuntanst Aset

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, scluruh asct tetap
disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik asct tersebut.

Dalam hal ini metode penyusutan yang digunakan olch Pemerintah
Kabupaten Simeulue untuk mengalokasikan sccara sistematis perolehan
aset tetap adalah dengan menggunakan metode garis lurus yang dihitung
setiap bulan. Metode ini dirasakan memberikan kemudahan bagi PPK-
SKPK dalam menghitung besaran penyusutan aset tetap setiap bulannya.

. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit
koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas
Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya
pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang
berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi
dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila asct
secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat
ekonomi masa yang akan datang.

Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan
ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan
Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
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Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak

memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya
sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh
penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

W
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PEMERINTAI KABUPATEN SIMEULUE
NERACA
PER 31 DES EMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 | 20X0
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah XXX XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX $5 34
Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
Investasi Jangka Pendek XXX XXX
Piutang Pajak XXX XXX
Piutang Retribusi XXX XXX
Penyisihan Piutang XXX XXX
Belanja Dibayar Dimuka XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX xxX
Bagian Lancar Tuntutan Gant Rugi XXX XXX
Piutang Lainnya XXX xxx
Persediaan XXX XXX
Jumlah Asct Lancar XXX xxx |
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Pinjaman Jangka Panjang XXX XXX
Investas: dalam Surat Utang Negara XXX XXX
Investasi dalam Proyek Pembangunan XXX XXX
Investasi Nonpermanen Lainnya XXX XXX
Jumlah Investasi Nonpermanen XXX XXX
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
Investasi Permanen Lainnya XXX XXX
Jumlah Investasi Permanen XXX XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang XXX XXX
ASET TETAP
Tanah XXX XXX
Peralatan dan Mesin XXX XXX
Gedung dan Bangunan XXX XXX
Jalan, Ingasi dan Jaringan XXX XXX
Aset Tetap Lainnya XXX XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan XXX XXX
Akumulasi Penyusutan XXX NXX
Jumlah Aset Tetap XXX XXX
DANA CADANGAN
Dana Cadangan XXX XXX
Jumlah Dana Cadangan XXX XXX
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX
Aset Tak Berwujud XXX XXX
Aset Lain-lain XXX XXX
Jumlah Aset Lainnya XXX XXX
JUMLAH ASET XXX XXX
- —_———
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E. PENGUNGKAPAN
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis
aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amount);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:
a) Penambahan;
b) Pelepasan;
¢) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
a) Nilai penyusutan,;
b) Metode penyusutan yang digunakan;
¢) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
periode;
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset
tetap;
¢) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis,
kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4LPLt. BUPATI SIMEULUE, W

HASRUL EDYAR
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LAMPIRAN B .VI1 : PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 124 TAHUN 2016
TANGGAL 102 _NOVEMBER 2016

01  SAFAR 1438H

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 6

ASET LAINNYA

UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset
lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta

pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka

penyusunan laporan neraca.

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.

Definisi

4, Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset

tetap dan dana cadangan.

5. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah,;
¢. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
d. Aset Tidak Berwujud,

e. Aset Lain-lain.

= R R B e e e e S ) e A A R I B S P M i 5 S
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6. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran
kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan
kendaraan dinas.

7. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang
dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah
daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut

atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

8. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh
Pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung
dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai

tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

9. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak

usaha yang dimiliki.

10. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

11. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa
pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya
dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya

kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada
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12.

13.

14.

18.

16.

pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati

(masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak
ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset,
biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah.
Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran
tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan
pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak

kerjasama.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah
daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor
tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut
fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut
kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan

pembangunan aset tersebut.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat
dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, software,
Goodwill, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak
berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat

dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran,
Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan

Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat
sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan,

atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain,

]
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atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada

dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

17. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum

pada Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

18. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

‘ a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah
|

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan

| andal.

b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya

berpindah.

19. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa
pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi
berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

20. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa
penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan

dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

21. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke
kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan

angsuran.

22. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah

dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

23. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat

D e e e e S e et )
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Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan
setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas

umum daerah.

24. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang
diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini

disajikan terpisah dari Aset Tetap.

25. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan

sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

26. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor
kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai
berikut :

a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar
nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut

dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.

b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga

wajar pada saat perolehan/penyerahan.

27. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang
harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud
hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut
mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau
jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk

kedalam entitas tersebut.

28. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto

setelah dikurangl amortisasi.
29. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

30. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang
dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Metode amortisasi yang digunakan pada Kabupaten simeulue adalah
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31. metode garis lurus dengan masa manfaat selama 8 tahun.

M PLt. BUPATI SIMEULUE, 4
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LAMPIRAN B.X : PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR :24 TAHUN 2016
TANGGAL :02_NOVEMBER 2016

01 SAFAR 1438H

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10
PENDAPATAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

A. UMUM

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan
Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang
disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis
akrual.

2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
Pemerintah Kabupaten Simeulue yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBK, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

3. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.

4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah.

B. PENGAKUAN

5. Pendapatan LO diakui pada saat:
1) timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga
dengan earned; atau c

2) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai
(realized).

#
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Pendapatan PAD diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan , hak timbul

pada saat terbit dokumen sbb :

NO JENIS PENDAPATAN SAAT DIAKUI PENDAPATAN

1 _|PeBP2 Diterbitkan SPPT PBB P2

2 Pajak Reklame Diterbitkan SKPD

3 Pajak Mineral Bukan Logam Diterbitkan SKPD

4 Pajak Hotel Diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar
5 Pajak Restoran Diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar
6 | Retribusi Perijinan Diterbitkan SKRD

7 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Diterbitkan SKRD

8 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Diterbitkan SKRD

9 Retribusi Pasar Grosir Diterbitkan SKRD

10 | Retribusi Pelayanan Pasar Diterbitkan SKRD

Pendapatan zakat diakui pada saat pendapatan terealisasi

6. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA
diakui pada saat:

1) diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2) diterima oleh SKPD; atau

3) diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

7. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan

pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan
kedalam beberapa alternatif:

1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan
adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan
tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada
pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO
ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan
untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah
dilakukan.

2) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang

didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self

e e T ae——— ——
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assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib
pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan
pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah
sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan
penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan
Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran
pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang
bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang
akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan
apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka
akan diterbitkan surat Kketetapan lebih bayar yang akan
dijadikan pengurang pendapatan LO.

3) Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya
dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika
periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan
LRA diakui pada saat uang telah diterima.

4) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang
didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self
assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk
memenuhi Kkewajiban selama beberapa periode ke depan.
Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang
dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk
selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika
diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui
setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas
pendapatan terkait.

5) Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada
penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka
pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA

pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
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6) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur

mengenai badan layanan umum daerah.
C. PENGUKURAN

8. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

9. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka
asas bruto dapat dikecualikan.

10. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada
tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

11. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai
dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalK) sesuai dengan
klasifikasi sumber pendapatan.

12. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan
Pendapatan-LO adalah :

a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran;

b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan
yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah; dan

d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

/ﬂs, PLt. BUPATI SIMEULUE, /)
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